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BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2019 
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PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN PRAKIRAAN MUSIM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) 

dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika serta untuk mengoptimalkan pelayanan 

informasi klimatologi, perlu menyusun pedoman 

penyediaan dan penyebaran prakiraan musim; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang 

Penyediaan dan Penyebaran Prakiraan Musim; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pelayanan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan 
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Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5878); 

3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan 

Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan 

Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1740); 

5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun 

Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741); 

6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

555); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN 

GEOFISIKA TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN 

PRAKIRAAN MUSIM. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Musim adalah periode waktu tertentu yang ditandai 

dengan adanya nilai unsur dan/atau fenomena 

meteorologi yang dominan. 

2. Prakiraan Musim adalah hasil analisis data berupa 

informasi awal musim, sifat musim, perbandingan awal 

musim terhadap normalnya, dan puncak musim. 

3. Pusat Informasi Perubahan Iklim adalah unit kerja di 

lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan 

teknis, pembinaan teknis dan pengendalian teknis, 

pengelolaan iklim dan komposisi kimia atmosfer, 

penyediaan produk informasi dan jasa, standarisasi 

produk informasi iklim, serta koordinasi kegiatan 

fungsional dan kerja sama di bidang informasi perubahan 

iklim. 

4. Unit Pelaksana Teknis Penanggung Jawab Prakiraan 

Musim yang selanjutnya disebut UPT Penanggung Jawab 

adalah unit pelaksana teknis yang bertugas dan 

bertanggung jawab dalam penyediaan dan 

penyebarluasaan Prakiraan Musim di setiap provinsi. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi: 
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a. penyediaan; 

b. penyebaran;  

c. verifikasi; dan 

d. pelaporan dan pembinaan. 

 

Pasal 3 

Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman 

untuk keseragaman penyediaan dan penyebaran Prakiraan 

Musim. 

 

BAB III 

PENYEDIAAN 

 

Pasal 4 

(1) Penyediaan Prakiraan Musim menggunakan data berupa: 

a. curah hujan; 

b. suhu udara; 

c. tekanan udara; dan/atau 

d. angin. 

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 

peralatan pengamatan manual dan/atau peralatan 

pengamatan otomatis. 

(3) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

penyediaan Prakiraan Musim dapat menggunakan: 

a. data satelit cuaca;  

b. data radar cuaca; dan/atau 

c. data keluaran model iklim global. 

(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah 

memiliki periode 30 (tiga puluh) tahun. 

(5) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

belum mencapai periode 30 (tiga puluh) tahun, 

penyediaan Prakiraan Musim dapat menggunakan data 

yang telah memiliki periode 10 (sepuluh) tahun. 

 

Pasal 5 

(1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diakses dari 

Pusat Database. 
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(2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak tersedia pada Pusat Database, petugas Prakiraan 

Musim mengajukan kebutuhan data kepada Pusat 

Database. 

(3) Dalam hal kebutuhan data yang telah diajukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, 

Pusat Database memberitahukan kepada petugas 

Prakiraan Musim dalam jangka waktu paling lama 1 

(satu) hari setelah informasi kebutuhan data diterima 

oleh Pusat Database. 

(4) Dalam hal kebutuhan data yang telah diajukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, 

petugas Prakiraan Musim dapat mengakses data dari 

sumber lainnya. 

 

Pasal 6 

Pengaksesan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 7 

Data yang digunakan dalam penyediaan Prakiraan Musim 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa data dengan 

periode waktu: 

a. harian; 

b. dasarian; 

c. bulanan; dan 

d. tahunan. 

 

Pasal 8 

(1) Dalam penyediaan Prakiraan Musim, data sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 diolah oleh petugas Prakiraan 

Musim menggunakan metode statistika berbasis analisis 

deret waktu (time series). 

(2) Selain menggunakan metode statistika berbasis analisis 

deret waktu (time series) sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1, petugas Prakiraan Musim dapat menggunakan 
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